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PUTUSAN 

Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Lbs 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama 

telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;  

 PENGGUGAT, NIK XXX, tempat, tanggal lahir/ umur: Simpang, 21 Juli 

1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan 

ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten 

Pasaman, dalam hal ini menggunakan alamat domisili 

elektronik dengan alamat email : XXX@gmail.com, 

sebagai Penggugat; 

lawan 

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir/umur: Sidoro Hayu, 11 Januari 1987, 

agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh 

tani, tempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, sebagai 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari berkas perkara;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2024 

didaftarkan melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk 

Sikaping dengan register perkara nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Lbs pada hari itu 

juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:  

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat 23 

Mei 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Simpang Alahan Mati,  

Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dengan Kutipan Akta 

Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 Mei 2014;  

Disclaimer
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan 

semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten 

Sijunjung, selama 5 (lima) tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di 

rumah kontrakan di Kabupaten Sijunjung, selama 4 (empat) tahun 2 (dua) 

bulan, sampai berpisah; 

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana 

layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan belum 

dikaruniai anak; 

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah 

dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit 

didamaikan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2023; 

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut 

adalah karena Tergugat kurang terbuka selama hidup berumah tangga 

dengan Penggugat, seperti soal keuangan, Tergugat kurang mencukupi 

kebutuhan Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap Penggugat bertanya mengenai 

gaji, Tergugat selalu menjawab cuma mendapatkan penghasilan sedikit, 

padahal Penggugat mengetahui Tergugat memiliki penghasilan lebih; 

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

semakin tajam dan memuncak pada bulan Agustus 2023; 

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 

bulan Agustus 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) 

bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat 

tinggal/berpisah ranjang karena Pengggugat pergi meninggalkan tempat 

kediaman bersama, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten 

Pasaman, dan Tergugat tinggal di Kabupaten Sijunjung; 

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 11 (sebelas) 

bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana 

mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan 

kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat; 
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9. Bahwa Penggugat tidak berupaya mengatasi masalah rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara 

dengan tergugat secara baik-baik; 

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa 

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan 

lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang 

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun 

lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi 

unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;  

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara 

ini. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada 

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai 

berikut: 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku. 

Subsider : 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya 

(ex aequo et bono);. 

Bahwa pada hari sidang pertama (tanggal 12 Agustus 2024) yang telah 

ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan 

Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan 

(relaas) Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Lbs yang dibacakan di persidangan, 

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata 

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah; 

Bahwa pada hari sidang kedua (tanggal 26 Agustus 2024) yang telah 

ditetapkan, Tergugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan 

Disclaimer
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Penggugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun sudah 

diperintahkan untuk hadir di persidangan pada sidang sebelumnya, sedangkan tidak 

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah; 

Bahwa pada hari sidang ketiga (tanggal 2 September 2024) yang telah 

ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain 

untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan 

surat panggilan (relaas) Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Lbs yang dibacakan di 

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak 

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah 

Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap 

sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun sudah diperintahkan untuk hadir 

di persidangan pada sidang sebelumnya, sedangkan tidak ternyata 

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah; 

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan 

jalan memberikan nasihat kepada agar bersabar dan tetap mempertahankan 

keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.  

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan 

karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke 

persidangan pada hari persidangan yang sama; 

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama, Penggugat tidak pernah 

datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di 

persidangan sebagai wakilnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir ke 

persidangan tanggal 26 Agustus 2024 dan telah dipanggil untuk persidangan 

tanggal 2 September 2024 melalui jurusita pengganti secara resmi dan patut 

berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan dan 

ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;  

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal 

yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas;  

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, 

para pihak dalam perkara a quo merupakan suami dan istri yang sah yang telah 

terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, maka 

Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga 

Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan 

berkepentingan dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya 

bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan 

perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut 

Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo 

Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang 

Nomor 50 Tahun 2009);  

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Tergugat bertempat 

tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka perkara ini 

secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping 

untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan 

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);  

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat   

dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena 

Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir secara bersamaa di persidangan, 

namun Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat 

dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil 

dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; 

Menimbang, Penggugat pernah hadir di persidangan pada sidang 

pertama, dan setelah itu Penggugat tidak pernah hadir lagi sebanyak dua kali 

berturut-turut dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai 

kuasanya, padahal Penggugat sudah dipanggil secara sah dan patut; 
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Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf a disebutkan 

Pihak Penggugat/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian 

tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, 

maka gugatan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas 

Penggugat pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah lagi hadir 

pada sidang selanjutnya dua kali berturut-turut, maka gugatan Penggugat 

dinyatakan tidak dapat diterima; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada 

Penggugat;  

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping 

pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 

28 Shafar 1446 Hijriah oleh Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim 

Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka 

untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Khairul Amri, S.H. sebagai Panitera 

Pengganti di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat; 

Hakim Tunggal 
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ttd 

 

Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H. 

Panitera Pengganti 

 

ttd 

 

Khairul Amri, S.H. 

 
Perincian biaya : 

1.  PNBP : Rp 60.000,00 

2.  Proses : Rp 75.000,00 

3.  Panggilan : Rp 30.000,00 

4.  Meterai : Rp 10.000,00  

J u m l a h : Rp 175.000,00 

  (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 
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